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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian Menurut Hukum Islam di
Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini ditulis untuk
menjawab pertanyaan pertama, Bagaimana Deskripsi Praktik Pola Kerja Ngedok
dalam Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten
Mojokerto? Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja
Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten
Mojokerto?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara (interview) dan studi
pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu mendeskripsikan
secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai pola kerja ngedok di
Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dianalisis
dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu
dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta
khusus mengenai pola kerja ngedok dalam bidang pertanian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pola kerja ngedok sebagai
bentuk kerjasama bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko
Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh pelaku akad yang terdiri dari petani dan
sekelompok buruh tani. Akad dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa
menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing, namun mereka sudah memahami
hak dan kewajibannya karena pola kerja ngedok sudah menjadi adat kebiasaan.
Dalam implementasinya petani (pemilik lahan) sudah melakukan kewajibannya
menyiapkan lahan, membajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat
(memupuk dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang
dikeluarkan. Sedangkan buruh tani (penggarap) sudah melakukan kewajibannya
menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian
memikulnya ke tempat perontokan. Hasil padi yang sudah dirontokkan
dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Bagi hasil yang didapat buruh tani
sebesar 1 bagian dan petani 4 bagian.

Dari sudut hukum Islam akad yang relevan untuk menyebut pola kerja
ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah
Musa<qah. Pola kerja ngedok tersebut hukumnya boleh karena implementasinya
tidak menyimpang dari akad yang disepakati kedua belah pihak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para pihak yang
melakukan pola kerja ngedok disarankan akadnya dilakukan secara tertulis supaya
bisa dijadikan rujukan penyelesaian jika di kemudian hari terjadi perselisihan di
antara para pihak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah Desa

yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan bercocok

tanam. Secara umum mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni

“Petani” dan “Buruh Tani”. Petani adalah orang-orang yang bekerja di

bidang pertanian yang memiliki lahan sendiri, sedangkan Buruh Tani adalah

orang-orang yang bekerja di bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan

sendiri hanya mengandalkan keahlian dalam bidang pertanian.

Jika dipilah secara rinci pekerjaan-pekerjaan dalam pertanian (dalam hal

ini padi) mencakup item-item sebagai berikut1:

1. Penyiapan Tanah untuk Pesemaian (Nampek,bahasa Jawa)

Penyiapan tanah untuk pesemaian dimulai kurang lebih 20 hari

sebelum benih ditaburkan. Tahap-tahap penyiapan dimulai dari

membersihkan rumput dan sisa jerami, kemudian menbolak-balik tanah

dengan bajak dan digaru, atau dengan cangkul untuk membuat tanah

menjadi gembur.

2. Penaburan Benih

Benih yang ditabur adalah benih yang bertunas. Untuk memilih

yang bertunas benih itu direndam dengan air. Benih-benih yang bertunas

1 Ponidi (Petani), Wawancara, Mojokerto, 25 April 2016
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2

akan tenggelam sedangkan yang benih-benih tidak bertunas akan

terapung. Selain untuk memilih yang bertunas perendaman itu

dimaksudkan juga agar benih cepat berkecambah. Perendaman dilakukan

selama 24 jam sesudah perendaman benih kemudian ditiriskan lalu

dibungkus dengan daun pisang atau karung.

Pemeraman dilakukan selama 8 jam. Benih yang sudah

berkecambah  kemudian disebar di tempat pesemaian.  Penyebaran benih

diusahakan merata, tidak terlalu rapat atau tidak terlalu jarang.

3. Penyiapan Lahan Tanam Padi

Tahap-tahap penyiapan tanah dimulai dari membersihkan rumput

dan sisa jerami, kemudian menbolak-balik tanah dengan bajak dan digaru,

atau dengan cangkul untuk membuat tanah menjadi gembur dan

membenamkan bahan-bahan organis seperti: pupuk hijau, pupuk kandang,

dan kompos sehingga bercampur dengan tanah.

4. Penanaman, Pemeliharaan, dan memanen Padi

a. Penanaman Padi (Ndaut, bahasa Jawa)

Penanaman padi dimulai dari pencabutan bibit dari

pesemaian, bibit yang sudah  berumur 20 sampai 25 hari. Bibit yang

sudah dicabut segera  ditanam.

b. Pemupukan

Pemupukan dilakukan dua kali, yakni pemupukan yang

pertama dilakukan  setelah padi berumur 2 minngu dan pemupukan

kedua terjadi pada saat padi berumur 1 (satu) bulan.
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3

c. Mencabut rumput disela-selah tanaman padi (Ndadak, bahasa Jawa)

Ndadak dilkukan dua kali. yakni pertama setelah padi

berumur 3 minggu dan yang kedua setelah padi berumur 6 minggu.

d. Pengairan

Air yang digunakan untuk pengairan padi di sawah adalah

air yang berasal dari sungai. Air tersebut dialirkan ke petakan-

petakan sawah melalui saluran irigasi yang sudah dibuat.

e. Penyemprotan

Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan obat

insektisida. Penggunaan insektisida ini berbeda-beda sesuai dengan

umur tanaman dan hama yang akan dikendalikan.

f. Memanen

Memanen dilakukan saat padi berumur 90 hari, meliputi

mencabut pangkal batang padi dengan menggunakan sabit tajam,

hasil panen tersebut di simpan di suatu wadah kemudian di angkut ke

mesin perontok padi untuk jadi gabah. Lalu padi yang sudah bersih

dimasukkan ke dalam karung.

Dalam penyelesaian pekerjaaan-pekerjaan pertanian di atas petani di

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada umumnya

menggunakan tenaga buruh tani yang kebanyakan menggunakan pola

bayaran, pola bayaran adalah pola kerja lepas dengan upah peritem
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pekerjaan. Disamping itu ada juga pekerjaan-pekerjaan tertentu yang

menggunakan pola ngedok, yakni pola kerja yang membebankan kepada

buruh tani tiga jenis pekerjaan secara terangkai mulai dari menanam padi,

ndadak (membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen. Untuk

pekerjaan-pekerjaan tersebut buruh tani tidak memporoleh upah dalam

jumlah yang ditentukan nominalnya, melainkan mendapat bagi hasil dari

nisbah 1:4. Untuk lebih kongkritnya berikut ini dikemukakan beberapa fakta

tentang pola ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto.

Fakta pertama pola kerja Ngedok yang dilakukan oleh Ponidi sebagai

petani yang memiliki lahan pertanian seluas 1400 m2 dan sekelompok buruh

tani yang terdiri dari Sriatun, Zaroh, Salamah, Iyah, dan Aminah. Pekerjaan

yang menjadi tanggung jawab kelompok buruh tani tersebut adalah

menanam padi, ndadak, dan memanen. Sedangkan pekerjaan yang lainnya

menjadi tanggung jawab Ponidi. Pada musim tanam yang lalu Januari tahun

2016 sawah ponidi menghasilkan 1000 kg gabah. Nisbah yang disepakati

kelompok buruh tani memperoleh bagi hasi sebesar 15 × 1000 kg= 200 kg.

Sedangkan Ponidi memperoleh hasil sebesar 45 × 1000 kg = 800 kg.2

Fakta kedua pada tahun 2016 Bulan January lalu Salim sebagai Petani

melakukan pola Ngedok dengan kelompok tani yang terdiri dari Yuni,

Lipah, Nasikha, dan Khayatun. Luas lahan Sulkhan 800 m2. Buruh tani

bertanggung jawab atas pekerjaan menanam padi, ndadak, dan memanen.

2 Ponidi (Petani), Wawancara, Mojokerto, 26 April 2016.
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Dari luas lahan 800 m2 Sulkhan memporoleh hasil sebesar 600 kg gabah.

Dengan bagi hasil yang sudah disepakati maka buruh tani mendapatkan 15 ×600 kg = 120 kg gabah dan Sulkhan memporoleh bagi hasil 45 × 600 kg = 480

kg gabah.3

Fakta yang ketiga pola ngedok yang dilakukan oleh Agus Munir sebagai

petani yang mempunyai luas lahan  2145 m2. dan kelompok buruh tani yang

terdiri dari Sriatul, Nawiyah, Tubik, dan Bariyah. Agus Munir dan kelompok

Buruh Tani bersepakat untuk melakukan praktek Ngedok. Sehingga Buruh

tani bertanggung jawab untuk menanam, dan memanen. Sedangkan

tanggung jawab Agus adalah untuk menyiapkan lahan, benih, penyiraman,

dan perawatan. dari hasil memanen tanam lalu pada bulan  Desember 2015

Agus mendapatkan hasil  memanen 1640 kg padi basah. Dengan bagi hasil

yang sudah disepakati, maka buruh tani mendapatkan 15 × 1640 kg = 328 kg

gabah. Sedangkan Agus Munir mendapatkan bagi hasil sebesar 45 × 1640 kg =
1312 kg.4

Dalam kajian fikih pola-pola kerjasama dalam bidang pertanian yang

diidentifikasikan dengan sebutan musa>qah, muza>ra’ah dan mukha>barah.

Musa>qah ialah kerjasama antara petani dan buruh tani di mana buruh

tani hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai

imbalan buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.5

3 Sulkhan (Petani), wawancara, Mojokerto, 26 April 2016.
4 Agus Munir (Petani), wawancara, Mojokerto, 27 April 2016.
5 Mardani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia, 2013). 242.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6

Muza>ra’ah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara petani dan

buruh tani, di mana petani menyiapkan lahan pertanian dan benih kepada

buruh tani untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan buruh tani berhak

atas nisbah tertentu dari hasil panen 6

Mukha>barah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara petani dan

buruh tani, di mana pemilik lahan menyiapkan lahan pertanian kepada buruh

tani untuk ditanami sedangkan benih berasal dari buruh tani dengan imbalan

buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.7

Pola kerjasama Musa>qah buruh tani bertanggung jawab terhadap

perawatan dan penyiraman, sedangkan petani bertanggung jawab terhadap

menyiapkan lahan, benih, menanam padi dan memanen. Pola kerjasama

Muza>ra’ah petani bertanggung jawab menyiapkan lahan pertanian beserta

benih, sedangkan menanam, merawat, dan memanen tanggung jawab buruh

tani. Pola kerjasama Mukha>barah petani hanya menyiapkan lahan pertanian,

pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terdiri dari menyiapkan benih, menanam,

merawat, dan memanen menjadi tanggung jawab buruh tani. Sedangkan

dalam pola ngedok ini petani bertanggung jawab terhadap menyiapkan lahan,

benih, penyiraman, dan perawatan. Buruh Tani bertanggung jawab untuk

pekerjaan menanam, sebagian perawatan yakni ndadak, dan memanen.

Jika dilakukan dalam pola-pola kerjasama dalam bidang pertanian yang

sudah ditentukan dalam kajian fikih. Tampak bahasan pola ngedok tidak

mencerminkan musa>qah, muza>ra’ah, dan mukha>barah. Inilah segi yang

6 Ibid. 240.
7 Ibid., 240.
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membuat pola kerja ngedok di bidang pertanian di Desa Brangkal

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tersebut menarik untuk diteliti dan

dikaji dari perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian, dari

uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah:

1. Praktik pola kerja ngedok .

2. Sistem Bagi Hasil.

3. Syarat dan Rukun dalam kerjasama pertanian pertanian.

4. Norma kerjasama pertanian dalam Islam.

5. Berakhirnya akad kerja ngedok.

6. Analisis hukum Islam terhadap status hukum pola kerja ngedok.

Dari identifikasi masalah tersebut, masalah yang akan dikaji dalam

penelitian ini dibatasi pada dua masalah sebagai berikut.

1. Praktik kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto.

2. Analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok di Desa Brangkal

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
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C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan identifikasi masalah di atas, masalah-masalah yang

akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi praktik pola kerja ngedok dalam bidang pertanian di

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok bidang

pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.8

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan

skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan Kerjasama bidang

pertanian yakni:

Pertama, penelitian yang berjudul “ Aplikasi Muza<ra’ah di Desa

Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Islam)”, pada tahun 2004 yang

ditulis oleh Muh Sonoto Fakultas Syari’ah yang menulis tentang perbedaan

8 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.
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pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanabilah terhadap pelaksanaan

Muza<ra’ah di Desa Drajat. Persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana konsep Muza<ra’ah menurut mazhab Syafi’i dan Ahmad Bin

Hanbal?

2. Bagaimana aplikasi Muza<ra’ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno

Kabupaten Bojonegoro?

3. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal terhadap

pelaksanaan Muza<ra’ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten

Bojonegoro?

Hasil penelitian yang Moh Sunoto lakukan menyimpulkan bahwa

konsep muza<ra’ah menurut Syafi’i adalah sah, apabila akad Muza<ra’ah

mengikuti akad Musa>qah dan benihnya dari pemilik sawah. Sedangkan

menurut mazhab Hanbali membolehkan Muza<ra’ah, karena akadnya cukup

jelas. Yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah

dan benihnya juga boleh dari petani penggarap. Kemudian mengenai

Aplikasi Muza<ra’ah yang terjadi di Desa Drajat yaitu bentuk kerjasama

pengolahan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah dengan

imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya dari petani

penggarap. Menurut mazhab Syafi’i terhadap aplikasi Muza<ra’ah adalah

kurang sesuai dengan pandangan mazhab mereka. Pertama, dalam

melaksanakan akad Muza<ra’ah mereka hanya menggunakan kebiasaan

sehari-hari, yaitu akadnya berdiri sendiri tidak mengikuti pada akad

musa>qah. Kedua, benihnya dari petani penggarap. Akan tetapi, pandangan
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mazhab Hanbali membolehkannya, baik mengenai akadnya, pelaksanaannya

maupun benihnya juga boleh dari petani penggarap.9

Kedua, Siti Machmudah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah pada

tahun 2013 menulis skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap

Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa

Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo” pada skripsi

tersebut Siti Machmudah mengemukakan Persoalan-persoalan yang

ditemukan:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama

pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten

Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang disertai

upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan

Sokodono Kabupaten Sidoarjo?

Praktik kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan

Sokodono Kabupaten Sidoarjo. Siti Machmudah menjelaskan hasil

penelitiannya yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola di

mana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan

dikelola dengan imbalan sebagian persentase dari hasilnya, di mana biaya

dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah

dan juga pengelola meminta upah berupa berupa uang kepada pemilik

9 Muhammad Sunoto, Aplikasi Muzara>’ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum
Isalam) ”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).
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sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada

upah berupa uang, upah yang disepakati di perjanjian awal adalah upah

berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak

yang dirugikan. Sedangkan, menurut pandangan hukum Islam praktik

kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama

yaitu saling membantu/ meringankan beban oaring lain.10

Ketiga, pada tahun 2006 Maria Ulfa menulis skripsi yang berjudul

“Studi Komperasi Praktik Muza<ra’ah Pada Masa Nabi Dengan Pertanian Di

Indonesia (studi kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)”, masalah pokok

yang diangkat oleh Maria Ulfa adalah:

1. Bagaimana praktik Muza<ra’ah pada masa Nabi di Khaibar?

2. Bagaimana praktik pertanian di Desa Trepan Babat Lamongan?

3. Bagaimana perbandingan praktik Muza<ra’ah pada masa Nabi dan

Praktik pertanian di Desa Trepan Babat Lamongan?

Maria Ulfa menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa akad

Muza<ra’ah pada masa Nabi dengan pertanian di Indonesia sekarang adalah

akad saling tolong menolong antara pemilik tanah dengan penggarap karena

semua keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam tata cara akad

pemilik meminta kepada penggarap untuk mengolah tanahnya. Mengenai

kesepakatan akad bahwa antara pemilik dan penggarap sepakat mengenai

transaksi ini dan tidak ada keraguan antara pemilik dan penggarap, sistem

10 Siti Machmudah, “Analisis Hukum Isalam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi
Hasil  Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamaatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo”, ,
(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).
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bagi hasil yang digunakan adalah sama yakni ¼ atau ½ baik pada masa Nabi

ataupun pada pertanian di Indonesia sekarang.11

Keempat, Penelitian Afia Susilo dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muza<ra’ah)

studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten” dalam

skripsi Afia Susilo masalah pokok yang dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik Muza<ra’ah yang ada di Desa Dalangan Kecamatan

Tulung Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana tinjauana hukum Islam terhadap akad Muza<ra’ah yang ada di

Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

Hasil skripsi Afia Susilo menjelaskan bahwa akad Muza<ra’ah di Desa

Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten antara pemilik tanah

dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik

Muza<ra’ah tersebut mengandung unsur (ketidakjelasan) pada objek akad

dengan bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad

aslinya dengan akad yang terjadi.12

Kemudian, skripsi yang kelima berjudul “ Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari

Simpang Tonang, Sumatera Barat” skripsi tersebut ditulis oleh Lara Harnita

11 Maria Ulfa, “Studi Komperasi Praktek Muzara’ah Pada Masa Nabi Dengan Pertanian Di
Indonesia (studi kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)” , (Skripsi—UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2006).
12 Afia Susilo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di
Desa Dalangan, Kabupaten Klaten,”(Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
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pada tahun 2012, pokok permasalahan yang dibahas oleh Lara Harnita

adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pengolahan lahan

pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan

berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan pertanian di Jorong

Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?

Lara Hernita menyimpulkan bahwa akad kerjasama pengolahan

lahan pertanian atau praktik ongkos pudi di Jorong Kelabu Nagari Simpang

Tonang sesuai dengan praktik akad Muza<ra’ah dan tidak bertentangan

dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak

sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan

kewajiban para pihak.13

Dari penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan

berbeda karena pada penulisan karya tulis pertama, Moh Sunoto membahas

tentang praktik Muza<ra’ah di Desa Drajat menurut pandangan mazhab

Syafi’i dan pandangan mazhab Hanabilah. Kedua, karya tulis Siti

Machmudah yang membedakannya adalah tentang kerjasama pertanian

dengan sistem bagi hasil disertai upah. Ketiga, Maria Ulfa dalam karya

tulisnya mengenai studi komperasi antara kerjasama praktik Muza<ra’ah pada

masa Nabi dengan pertanian di Indonesia. Dalam skripsi yang keempat yang

13 Lara Harnita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong
Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”,(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2012).
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ditulis oleh Afia Susilo yang membedakannya tinjauan hukum Islam

terhadap akad Muza<ra’ah. Kemudian skripsi yang terakhir yang ditulis oleh

Lara Hernita yang membedakannya tinjauan hukum Islam terhadap sistem

bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan

pertanian. Sedangkan dalam hal ini pembahasan penelitian ini peneliti lebih

fokus kepada bahasan jenis pekerjaan buruh tani dalam pola kerja Ngedok

dari perspektif Musa>qah, Muza>ra’ah, dan Mukha>barah. Selain itu, berkenaan

dengan sisi kebolehan atau tidaknya pola kerja Ngedok dalam bidang

pertanian tersebut menurut pandangan hukum Islam seperti yang terangkum

dalam judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja Ngedok dalam

Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto”

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi praktik pola kerja ngedok dalam bidang

pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok

bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto diperkenankan menurut hukum Islam ?
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F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan manfaat, antara

lain:

1. Kegunaan Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

menambah informasi ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam tentang

Kerjasama dalam bidang Pertanian. Disamping itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang

kerjasama bidang pertanian menurut syari’at Islam.

2. Kegunaan Praktis: hasil penelitian diharapkan berguna sebagai acuan

dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya

kepada petani dan buruh tani di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan

kerjasama dalam bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.
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G. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang diidentifikasikan:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang

berkenaan dengan kerjasama bidang pertanian yang berdasarkan al-

Qur’an dan Hadis.14

2. Kerja Ngedok adalah porsi kerja buruh tani dalam kerjasama bidang

pertanian dengan petani yang meliputi tiga jenis pekerjaan secara

terangkai mulai dari menanam padi, ndadak (membersihkan rumput-

rumput di sela padi) dan memanen. Sedangkan porsi kerja petani meliputi

penyiapan lahan, benih, penyiraman, dan perawatan.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.

2. Data yang Dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, data yang

dikumpulkan adalah kasus-kasus praktik kerja Ngedok dalam kerjasama

di bidang pertanian yang meliputi:

a. Profil pelaku akad.

b. Akad yang digunakan.

c. Realitas pekerjaan yang dilakukan oleh petani dan buruh tani.

14 Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai
Pustaka, 1997), 86.
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d. Bagi hasil yang diperoleh.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Ayat suci al-Qur’an tentang kerjasama.

b. Hadis tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

c. Pendapat para Ulama tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

3. Sumber Data

a. Petani yakni Ponidi, Salim, dan Agus Munir.

b. Buru Tani yakni Sriatun, Kasmirah, dan Sriatul.

c. al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang

kerjasama bidang pertanian dalam Kajian Fikih. Adapun data yang

digunakan peneliti diperoleh dari:

1) Bu<lughul Mara<m, Ibn Ha<jar Al-Asqa<la<ni.

2) Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi.

3) Fiqh Muamalah, Nasrun Haroen.

4) Fiqih Isla<m Wa Adillatuhu VI, Wahbah az-Zuhaili>,

diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

5) Fiqh Muamalat, Abdul Rahman Ghazaly.

6) Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Mardani.

7) Al-Fiqhu ‘ala< al-Madha<hib al-Arba’ah, Abdurrahman al-Jazi<ri<.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Profil pelaku akad.
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2) Akad yang digunakan.

3) Realitas pekerjaan yang dilakukan oleh petani dan buruh tani.

4) Bagi hasil yang diperoleh.

b. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Ayat suci al-Qur’an tentang kerjasama.

2) Hadis tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

3) Pendapat para Ulama tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan pengolahan data

secara Kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:15

a. Editing, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang

praktik pola kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.

b. Organizing, tahapan menyusun dan mensistematiskan data yang

diperoleh.

c. Analylizing, setelah editing dan organizing dilakukan maka tahapan

pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang

telah diperoleh dengan metode yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan

metode deskriptif yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data

tentang praktik pola kerja Ngedok bidang pertanian di Desa Brangkal

15 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),
186.
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Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Data tersebut dianalisis dari

segi kesesuaiannya dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu

dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai

fakta-fakta khusus mengenai pola kerja Ngedok dalam bidang pertanian.

I. Sistematika Pembahasan\

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap

bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab sesuai kebutuhan. Adapun susunan

sistematika pembahasan dalam pembahasan ini, sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Uraian dalam bab ini

dipilah dalam delapan sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan

Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika

Pembahasan.

Bab kedua menyajikan uraian mengenai Norma Kerjasama Bidang

Pertanian Menurut Hukum Islam. Ada tiga model kerjasama bidang pertanian

dalam hukum yang diuraikan dalam bab ini, masing-masing sebagai sub bab

tersendiri, yakni : Norma Hukum Islam tentang Musa>qah, Norma Hukum

Islam tentang Muza>ra’ah, dan Norma Hukum Islam tentang Mukha>barah.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai Praktik Pola

Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto. Uraian dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab,

yakni: sub bab tentang keadaan Demografis Desa Brangkal Kecamatan Sooko



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20

Kabupaten Mojokerto, dan sub bab tentang Praktik Pola Kerja Ngedok

Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat menyuguhkan Analisis Hukum Islam terhadap Pola

Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab tentang Analisis Terhadap

Deskriptif Praktik Kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.dan sub bab tentang Analisis Hukum Islam Terhadap

Status Hukum Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.

Sebagai penutup, bab kelima memuat “Kesimpulan” yang

memaparkan jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian dalam rumusan

masalah dan “Saran” yang memuat rekomendasi peneliti.
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BAB II

NORMA KERJASAMA BIDANG PERTANIAN

DALAM HUKUM ISLAM

Dalam kajian hukum Islam (Fikih) kerjasama dalam bidang pertanian

diidentifikasi dengan sebutan Musa>qah, Muza>ra’ah, dan Mukha>barah. Norma

hukum Islam tentang Musa>qah,  Muza>ra’ah, dan Mukha>barah tersebut disajikan

secara rinci dalam uraian berikut ini:

A. Norma Tentang Musa>qah

1. Pengertian Musa>qah

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan musa>qah,

antara lain:

a. Menurut Syafi’iyah

لسَّقَى وَالْتـَرْبيَِّ  ِ رهَُ عَلَى نخَْلٍ آَوْ شَجَرِ عِنَبٍ فَـقَطْ ليِـَتـَعَهَّدَهُ  ةِ عَلَى آَنَّ أَنْ يُـعَامِلَ غَيـْ

الثَّمَرةََ لهَمَُا

Musa>qah ialah menjalin kerjasama dengan  orang lain berkenaan
dengan kurma dan pohon anggur saja, untuk ia garap dengan mengairi
dan merawatnya berdasarkan kesepakatan bahwa buahnya untuk
mereka berdua.1

1 Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughi al-Muhtaj, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 323.
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b. Menurut Shaykh Syiha<b al-Di<n al-Qalyu<bi dan Shaykh ‘Umayrah

لسَّقَى وَالتـَّرْبيَِّةِ عَلَى انََّ مَا رَزَقَةُ  ِ ً عَلَى شَجَرٍ ليِـَتـَعَهَّدَهُ  أَنْ يُـعَا مِلَ انِْسَا

نـَهُمَا اللهُ تَـعَلَى مِنْ ثمَرٍَ يَكُوْنُ بَـيـْ
Musa>qah adalah menjalin kerjasama dengan orang lain berkenaan

dengan pohon untuk ia garap dengan mengairi dan merawatnya
berdasarkan kesepakatan buah yang dianugerahkan Allah untuk
mereka berdua.2

Dengan demikian musa>qah adalah sebuah akad  kerjasama antara

pemilik kebun dengan petani penggarap agar kebun itu diairi dan dirawat

sehingga berbuah. Kemudian buahnya dibagi untuk pemilik kebun dan

penggarap sesuai kesepakatan yang mereka jalin.

2. Dasar Hukum Musa>qah

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menetapkan musa>qah

adalah hadis nabi saw. Berikut ini:

هُماَ اأَنْ رَسُوْلَ الله صَلٌى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  ُ عَنـْ ّ عَا مَلَ  أَهْلَ ابِْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا
هَا مِنْ ثمَرٍَ  بـَرَبِشَطْرمَِا يخَرخُُ مِنـْ )اوْزَرعٍْ (رواه احمد بخاري و مسلمخَيـْ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw menjalin
kerjasama dengan penduduk khaibar dengan perolehan hasil separuh dari
yang dihasilkan kebun itu, baik berupa buah-buahan, maupun tanaman”
(HR Ahmad Bukhari dan Muslim).3

2 Qalyubi wa Umairah, Hasiyah Qalyubi wa Umairah, (Kairo: Musthofa al Babi Al-Halabi, 1956),
60.
3 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.
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3. Rukun-Rukun Musa>qah

Jumhur ulama menetapkan rukun musa>qah ada empat, sebagai

berikut:

a. Pemilik Tanah

b. Petani Penggarap

c. Objek Musa>qah

Objek musa>qah menurut Hanafiyah adalah pohon-pohon yang

berbuah, seperti kurma, akan tetapi, menurut sebagian ulama

Hanafiyah lainnya membolehkan musa>qah atas pohon yang tidak

berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musa>qah adalah

tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki

akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan

lain-lain.

d. Shighat

Menurut ulama Syafi’iyah tidak dibolehkan menggunakan kata

ija<rah (sewaan) dalam akad musa>qah sebab berlainan akad. Adapun

ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah

maksudnya, bagi orang yang mampu berbicara kabul harus diucapkan

agar akad menjadi lazim, seperti pada ija<rah.
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Menurut ulama Hanabilah sebagaimana pada muza>ra’ah, tidak

disyaratkan kabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan

mengerjakannya.4

4. Syarat-Syarat Musa>qah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing

rukun sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musa>qah harus orang

yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.

b. Objek musa>qah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai

buah. Dalam menentukan objek musa>qah ini terdapat perbedaan

pendapat ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi

objek musa>qah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma,

anggur, dan terong. Sedangkan Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa

yang menjadi objek musa>qah itu adalah tanaman keras dan palawija,

seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat bahwa:

1) Akad musa>qah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.

2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.

3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.

4) Pemilik perkebunan tidak mampu mengolah dan memelihara

tanaman itu.

Menurut ulama Hanabillah, yang boleh dijadikan objek musa>qah

adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab

4 Rachmad Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 214-215.
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itu, musa>qah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki

buah.

Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang boleh

dijadikan objek akad musa>qah adalah kurma dan anggur saja.

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah

akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.

d. Hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu merupakan hak mereka

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi

dua, tiga, dan sebagainya.

e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan

transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.5

5. Hukum-Hukum yang Terkait Dengan Musa>qah

Akad musa>qah, menurut para ulama fikih adakalanya sahih, jika

memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila

salah satu syarat dari akad musa>qah tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musa>qah yang

sahih adalah:

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman,

pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan

tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.

b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak

(pemilik dan petani).

5 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 111-112.
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c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka

masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.

d. Akad musa>qah yang disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga

masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada

uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan

akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan

berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada

diri petani itu.

e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musa>qah lain dengan

pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak

pertama).

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musa>qah yang

sahih, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musa>qah

yang fasid:

a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.

b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan

petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi

ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di daerah itu.

Adapun akad musa>qah bersifat fasid apabila:

a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang

berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.

b. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan

petani penggarap saja.
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c. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani

penggarap, karena dalam Akad musa>qah pekerjaan sejenis ini bukan

menjadi pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah

untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan memulai tanam.

d. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban

petani atau pemilik.

e. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam

tanggang waktu yang disepakati tanaman belum dipanen. Menurut

adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.6

6. Berakhirnya Akad Musa>qah

Menurut ulama Fikih ada perbedaan pendapat mengenai

berakhirnya akad musa>qah antara lain :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musa>qah sebagaimana

dalam muza>ra’ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:

1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang

akad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-

apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap

meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak

mendapatkan upah.

6 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 286-287.
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Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli

warisnya dapat melakukan tiga hal:

a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.

b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.

c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian

penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

2) Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban

meneruskan musa>qah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu

pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan

pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak

menghendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal,

yang paling berhak adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris

itu menolak, musa>qah diserahkan kepada pemilik tanah.

3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur

Di antara uzur yang dapat membatalkan musa>qah:

a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan

mencuri buah-buahan yang digarapnya.

b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa musa>qah adalah akad yang

dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak
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untuk menuruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak,

pemilik harus menggarapnya.

Musa>qah dianggap tidak batal jika penggarapnya diketahui

seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja.

Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak

mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang

akan diperolehnya bila tanaman berbuah. Ulama Malikiyah beralasan

bahwa musa>qah adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan

karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan

sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduannya.

c. Menurut Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa musa>qah tidak batal dengan

adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan

tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas

sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannnya. Jika pengawas tidak

mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian

diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta

penggarap.

Menurut ulama Syafi’iyah, musa>qah selesai jika habis waktu. Jika

buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas

hasilnya. Akan tetapi, jika akhir musa>qah buah belum matang,

penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.
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Musa>qah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak

dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan

pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika

seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi

batal.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musa>qah sama dengan

muza>ra’ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim.

Dengan demikian, setiap sisi dari musa>qah dapat membatalkannya.

Jika musa>qah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan

kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Jika penggarap meninggal, musa>qah dipandang tidak rusak, tetapi

dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka

tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk

mengelolanya dan upahnya diambil dari peninggalannya. Akan tetapi,

jika tidak memiliki peninggalan. Upah tersebut diambil dari bagian

penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musa>qah sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak

mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak

mendapatkan apa-apa.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31

B. Norma Tentang Muza>ra’ah

1. Pengertian Muza>ra’ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian muza>ra’ah,

sebagai berikut:

a. Menurut Ibra<hi<m al-Ba<ju<ri<

هَا وَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَا لِكَ  عَمَلُ الْعَا مِلِ فىِْ لاً رْ ضِ ببِـَعْضِ مَا يخَْرُ جُ مِنـْ

Muza>ra’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan
penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari
hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan modal
oleh pemilik tanah.7

a. Menurut Hanabilah

هَا وَ  الزَّرعُْ بيَنـَهُمَادَفْعُ الأَرْضِ الِىىَ مَنْ يَـزْرَعُهاَ أَوْيَـعْمَلُ عَلَيـْ

Muza>ra’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan
penggarap untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.8

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

muza>ra’ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan

penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut

kesepakatan bersama, sedangkan modal (benih) dari pemilik tanah.

2. Dasar Hukum Muza>ra’ah

Dalam menetapkan hukum keabsahan muza>ra’ah, terjadi

perbedaan pendapat antara para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa akad muza>ra’ah tidak boleh. Menurut mereka akad muza>ra’ah

7 Ibrahim al-Bajuri, Hasiyah Ibrahim al-Bajuri, (Jakarta: al-Kutub al- Islamiyah, 2007), 34 .
8 Ibnu Qudamah, al-Mughi, (Riyadh: Dar Alamul Kutub,1997), 382.
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dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.9 Begitu

pula ulama Syafi’iyah juga berpendapat bahwa akad muza>ra’ah tidak sah,

kecuali apabila akad muza>ra’ah tersebut mengikuti kepada akad

musa<qah. Akan tetapi sebagian Syafi’iyah membolehkannya dengan

alasan kebutuhan. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah, Kedua

sahabat Hanafiyah Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Shayba<ni<,

dan ulama Al-Z{a<hiri<yah berpendapat bahwa akad muza>ra’ah hukumnya

boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan buruh tani sebagai

serikat dalam penggarapan sawah.10

Dalil- dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya Muza>ra’ah

antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Surat al-Wa<qi’ah ayat 63-64

 ۡ َءَ َ ۡ ُأَ نَ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ءَأَ َ ُ َ ُ ۡ أمَۡ  ٓۥرَ نَ ٰ ٱُ َ ُ رِ

Artinya: “ Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang
menumbuhkannya”.11

b. Dasar - Dasar Hadis

هُماَ اأَنْ رَسُوْلَ الله صَلٌى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ  أَهْلَ عَنْ  ُ عَنـْ ّ ابِْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا
هَا مِنْ  بـَرَبِشَطْرمَِا يخَرخُُ مِنـْ )ثمَرٍَ اوْزَرعٍْ (رواه احمد بخاري و مسلمخَيـْ

9 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam:Fiqh Muamalat,(Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2004), 272.
10 Nasroen Harun, Fiqh Muamalat..., 277.
11 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art, 2005),  27.
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi menjalin kerjasama
dengan penduduk khaibar dengan perolehan hasil separo dari yang
dihasilkan oleh kebun itu, baik berupa buah-buahan, maupun dari
hasil tanaman” (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).12

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan

oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah

mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa menyewa tanah

dengan pemilik tanah, karena sewa menyewa atau upah mengupah

dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan  hasil

yang belum pasti.13

3. Rukun-Rukun Muza>ra’ah

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka

Muza>ra’ah tidak sah. Hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang

harus dipenuhi dalam Muza>ra’ah seperti ijab dan kabul dalam masalah

jual beli, tanpa adanya ijab kabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab

kabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah Muza>ra’ah tentulah ada unsur-

unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian

Muza>ra’ah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan

rukun-rukun tersebut. Pendapat itu antara lain:

12 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.
13 Amir Saifududin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240
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a. Menurut Hanafiah

Menurut Hanafiyah rukun Muza>ra’ah ialah akad ijab dan kabul

antara petani dan buruh tani. Secara rinci jumlah rukun-rukun

Muza>ra’ah menurut Hanafiyah ada empat yakni tanah, pekerjaan

yang dilakukan buruh tani, benih, dan alat pertanian.14

b. Menurut Malikiyah

Menurut ulama Maliki, rukun Muza>ra’ah adalah segala sendi yang

menjadikan Muza>ra’ah itu berjalan sesuai dengan aturan yang

benar. Rukun Muza>ra’ah menurut ulama Maliki ada tiga macam

yakni:

1) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab kabul

semata.

2) Bahwa kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab kabul

serta adanya upaya pengelola tanah seperti membajak dan

meratakan tanah.

3) Kerjasama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya

penaburan benih.15

c. Menurut Syafi’iyah

Menurut Syafi’’iyah rukun Muza>ra’ah antara lain:

1) Pemilik tanah

2) Petani penggarap

14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 1987), 158.
15 Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala al-Madzhab al- Arba’ah,(Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 24.
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3) Objek Muza>ra’ah yaitu anatara manfaat tanah dan hasil kerja

petani

4) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari petani) kabul

(pernyataan buruh tani untuk digarap dari petani).16

d. Menurut Hanabilah

Rukun Muza>ra’ah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh

dilakukan dengan ucapan apa saja yang menunjukkan adanya ijab

dan kabul dan bahkan Muza>ra’ah sah diucapkan dengan ija>rah.17

4. Syarat-Syarat Muza>ra’ah

a. Menurut Malikiyah

1) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang

terlarang.

2) Dua orang yang berkerjasama hendaknya bersama-sama dalam

memporoleh keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan

jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhkan

maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.

3) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang

yang berkerjasama.

4) Masing-masing dari orang yang berkerjasaama mengeluarkan

benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan

sifatnya.18

16 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., 278.
17 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 159.
18 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala..., 23-43
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b. Menurut Syafi’iyah

1) Akad Musa<qah dan akad Muza>ra’ah dijadikan satu, kalau

akadnya sendiri-sendiri maka akad tersebut batal.

2) Akad Muza>ra’ah dan Musa<qah bersambung, artinya akad

Muza>ra’ah mengikuti akad Musa<qah.

3) Mendahulukan akad Musa<qah dari akad Muza>ra’ah.

4) Hendaknya bagi orang yang mengerjakan Musa<qah, yakni

dengan ketentuan seperti orang yang melakukan Muza>ra’ah.

5) Hendaknya berhati-hati dengan akad Musa<qah dengan tanpa

merawat lahan dan hal itu jika tetap menyirami pohon (tumbuh-

tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya. Apabila hal itu

dimungkinkan dan sesungguhnya praktik seperti itu sah, dengan

memberi upah secara terus-menerus terhadap Muza>ra’ah akan

tetapi syarat ini tidak tetap. 19

c. Menurut Hanabilah

1) Orang yang melangsungkan akad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa

keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua

syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap

bertindak hukum.

2) Benih yang akan ditanam

19 Ibid., 17.
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Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus

jelas dan akan menghasilkan.

3) Tanah yang akan dikerjakan

a) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan

menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan

kering. Sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah

pertanian, maka akad Muza>ra’ah tidak sah.

b) Batas-batas tanah itu harus jelas.

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk

digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut

mengolah pertanian itu, maka akad Muza>ra’ah tidak sah.

d) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus

jelas.

e) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus

dijelasakan dalam akad sejak semula, karena akad

Muza>ra’ah mengandung makna akad ija<rah (sewa-menyewa

atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.

Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk

penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan

adat kebiasaan setempat.20

20 Abdul Aziz  Dahlan  (ed), Ensiklopedia Hukum Islam ,( Jakarta:PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006),
1273.
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d. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad) aqid yang harus

berakal dan tidak murtad.

2) Syarat garapan.

a) Yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.

b) Jelas

c) Ada penyerahan tanah.

3) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

a) Jelas ketika akad

b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad

c) Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga,

setengah, dan lain-lain.

d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang

yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan

mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad

hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

e) Tujuan akad

Akad dalam Muza>ra’ah harus didasarkan pada tujuan

syara’ yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau

memanfaatkan tanah.

f) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern

dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya
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bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan

akad, Muza>ra’ah dipandang rusak.

g) Syarat Muza>ra’ah

Dalam Muza>ra’ah diharuskan menetapkan waktu, jika

waktu tidak ditetapkan, Muza>ra’ah dipandang tidak sah.21

5. Hukum-Hukum yang terkait dengan Muza>ra’ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muza>ra’ah

apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat

hukumnya adalah sebagi berikut:

a. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya

pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah

sesuai dengan persentase bagian masing-masing.

b. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Tanggung jawab pembajakan lahan dan pengairan, jika sebelumnya

memang telah ada kesepakatan bahwa yang bertanggung jawab

adalah salah satu pihak, maka berarti dirinya yang bertanggung

jawab untuk pembajakan lahan dan pengairan.

d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap

berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli

warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah

mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh

21 Rachmad Syafe’I, Fiqh Muamalah..., 208-209.
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diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu

pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.22

6. Berakhirnya Akad Muza>ra’ah

Menurut ulama fikih yang membolehkan akad Muza>ra’ah akan

berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. akan tetapi, apabila jangka

waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian ini belum layak

panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh

sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani

berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku

bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu

biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan

merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai

dengan persentase pembagian masing-masing.

b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang

berakad wafat, maka akad Muza>ra’ah berakhir, karena mereka

berpendapat bahwa akad Ija<rah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi

ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad

Muza>ra’ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir

dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

22 Ibnu’ Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durral al-Mukhtar, Jilid V, (Riyadh: Dar Al-Kutub,
2003), 199.
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c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun

dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh

melanjutkan akad Muza>ra’ah itu.23 Uzur yang dimaksud antara lain

adalah:

1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus

dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu.

Pembatalan itu harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim.

Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berubah, tetapi

belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai

panen.

2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu

perjalanan keluar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan

pekerjaannya.24

C. Norma Tentang Mukha>barah

1. Pengertian Mukha>barah

Mukha>barah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan

dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara

pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan

biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.25

23Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani,2011), 617-618.
24 Ibnu’ Abidin, Radd al-Muhtar..., 300.
25 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat..., 109.
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2. Dasar Hukum Mukha>barah

Dalam hadis Rasulullah saw dinyatakan:

عَبْدِ الرَّ حمْنْ لَوْ تَـرَ كْتَ هَدِهِ  َ َ آَ  عَنْ طاَ وُ سٍ أنََّهُ كَاَ نَ يخُاَ بِرُ ,قاَ لَ عَمْرٌو فَـقُلْتُ لَهُ 
وسلم نَـهَى عَنِ الْمُخَابَـرةَِ فَـقَا لَ بيَِّ صلى  اّ عَليه الْمُخَا بَـرةََ فإَِ نَّـهُمْ يَـزْ عُمُو نَ أَنَّ ا لنَّ 

أَىْ عَمْرٌو: أَخْبرِْ نىِ آَعْلَمُهُمْ بِدَالِكَ يَـعْنيِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله علَيه وسلم لمَْ عَنْهاَ 
ْ خُ  اَ قاَلَ يمَنَْخُ أَحَذُ كُمْ أَخَاهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ  ذُ عَلَيهَاخَرْ جًا مَعْلوْمًا [رواه مسلم] إِنمَّ

Artinya:  Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata:

lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau

tinggalkan mukha<barah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw.

Telah melarang mukha<barah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan

hal itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada

saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya

itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).26

3. Rukun Mukha>barah

Menurut jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi, agar

akad tersebut menjadi sah :

a. Pemilik lahan atau tanah.

b. Petani/penggarap.

c. Objek (antara manfaat lahan dan hasil kerja petani)

d. Ijab dan kabul, secara sederhana cukup secara lisan.

26 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.
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Rukun dalam akad mukha>barah menurut Hanafiyah adalah ijab

dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah

ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separoh dari aslinya”,

dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”.27

Menurut Ulama Hanabilah, dalam akad ini tidak diperlukan kabul

berupa lisan atau perkataan, namun cukup dengan tindakan langsung

atas tanah dari si penggarap.28

4. Syarat-Syarat Mukha>barah

Adapun syarat mukha>barah menurut jumhur ulama, ada yang

menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang

akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka

waktu berlakunya akad.

a. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu

Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah

tidak mensyaratkannya.29

b. Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian

harus dijelaskan (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu

yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang

dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika

ditanam dan ada pula yang berkurang. Menjelaskan apa yang

27 Alauddin Al-Kasani, “Bada’ Ash-Shana’I fi Tartib Asy- Syara’I Juz V”, dalam Ahmad Wardi
Muslim, Fiqh Muamalat, 395
28 Wahbah Zuhaily, “Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu”, dalam Ahmad Wardi Muslim, Fiqh
Muamalat, 396.
29 Ibid., 208.
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ditanam tidak menjadi syarat disini. Jika yang disebutkan adalah al-

mukha>barah, maka masalah apa yang ditanam diserahkan kepada

pihak penggarap.30

c. Syarat sesuatu yang ditanam yaitu haruslah berupa tanaman yang

aktifitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tanaman

tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

d. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian

1) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan

2) Batas-batas lahan tersebut harus jelas

3) Ada penyerahan tanah

4) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap petani

untuk diolah

e. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen

1) Jelas ketika akad, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil

panen kepada pemilik lahan dalam akad mukha>barah

2) Pembagian hasil panen harus jelas

3) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama

orang yang berakad.31

4) Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad,

seperdua atau sepertiga dari hasil. Karena ia termasuk dalam

akad ija<rah di mana apabila upah dalam ija<rah tidak diketahui

maka akad akan rusak.

30 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid III, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 566.
31 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalat..., 159.
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5) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa

adanya persyaratan dari si pemilik lahan atas hasil dari bagian

laba tertentu, atau dari benih tertentu.

6) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh

masing-masing pihak

7) Tiap pihak harus mendapat presentase dari hasil pertanian,

apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain

maka akad mukha>barah akan rusak.

8) Penyimpangan yang dilakukan penggarap akad mukha>barah

dapat mengakibatkan batalnya akad.

f. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya diketahui. Akad

mukha>barah tidak diperbolehkan hanya apabila massa

berlangsungnya tidak diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk

dalam akad ija<rah atau sewa menyewa dengan pembagian hasil dari

lahan. Maka, jika ija<rah tidak diperbolehkan dengan masa yang

diketahui sama halnya dengan mukha>barah. Kemudian apabila masa

akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga penggarap tidak dapat

bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.
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g. Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas

pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang

berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.32

5. Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Mukha>barah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad mukha>barah

apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat

hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya

pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah

sesuai dengan persentase bagian masing-masing.

b. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Tanggung jawab pembajakan lahan dan pengairan, jika sebelumnya

memang telah ada kesepakatan bahwa yang bertanggung jawab

adalah salah satu pihak. Maka berarti dirinya yang bertanggung

jawab untuk pembajakan lahan dan pengairan.

d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap

berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli

warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah

mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh

diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu

pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.33

32 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., 278.
33 Ibnu’ Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durral al-Mukhtar, Jilid V,... 199.
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6. Berakhirnya akad

Para ulama fikih yang membolehkan akad mukha>barah

mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka

waktunya telah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak

panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab

itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak

mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi

petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya

tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan

merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani, sesuai

dengan prosentase pembagian masing- masing.

b. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari

pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad

mukha>barah itu. Uzur yang dimaksud antara lain:

1) Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga tanah pertanian tersebut

harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi

hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui

campur tangan Hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh- tumbuhan itu

telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak

boleh dijual sampai panen.
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2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu

perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan

pekerjaannya.

D. Bagi Hasil

Pembagian hasil dapat dilakukan dengan cara pembagian secara

sama atau bahkan bisa saja berbeda. Menurut Hanafiyah, boleh ditetapkan

pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar),

namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih

besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut

mereka pemberian keuntungan didasarkan atas ma<l (modal), ‘amal

(pekerjaan), dan d{aman (tanggung jawab).34

Tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.

Menurut Hanabilah dan Hanafiyah dibolehkan pembagian keuntungan yang

lebih besar kepada anggota serikat.

34 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 357.
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BAB III

PRAKTIK POLA KERJA NGEDOK BIDANG PERTANIAN DI DESA

BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Keadaan Demografis Obyek Penelitian

1. Letak Daerah

Desa Brangkal merupakan salah satu dari lima belas desa yang

berada di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Jarak Desa

Brangkal dengan kantor Kecamatan ± 1 Km, dan jarak dengan

Kabupaten Mojokerto ± 7 Km. Sedangkan Jarak Desa Brangkal dengan

Ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) adalah ± 55 Km.

Adapun gambaran letak Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungmaling Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jampirogo Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Medali Kecamatan Puri

Kecamatan Mojokerto.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Blimbing Sari Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto.1

1 Dikutip dari daftar monografi di kantor Desa Brangkal, Tanggal 16 Juni 2016.
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Desa Brangkal sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu

Desa yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Struktur

pemerintahan Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Desa.

2. 1 (satu) orang Sekretaris Desa.

3. 5 (lima) orang Kepala Urusan.

4. 1 (satu) orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
MOJOKERTO2

2 Dikutip dari daftar monografi di kantor Desa Brangkal, Tanggal 16 Juni 2016.

BPD

MOCH. MAHYUR,SP

LPM

Ir. M.KHAMIM

Kepala Desa

H.SADI

Sekretaris Desa DRS. H.

ABDUL MU’IN, SH

Kaur
Pemerintahan

M. SODIQ,SE

Kaur
Umum

H.TAMSUR

Kaur
Keuangan

MOCH.
SUKRON, sip

Kaur
Kesra

IMAM B, S,Ag

Kaur
Pembangunan

ANDI.H, S.Pd.I

Kaur
Pemerintahan

M. SODIQ,SE
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Desa Brangkal juga mempunyai sarana-sarana pendukung dalam

kepemerintahan yakni Balai Desa, Kantor Desa, dan Kantor Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto adalah  ± 229, 94 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah Desa

Brangkal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Luas tanah dan pemanfaatannya di Desa Brangkal Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Desa Brangkal

adalah 3. 959 Jiwa dengan Jumlah KK 1.135. Adapun data jenis kelamin

No Jenis Tanah Jumlah/Luas

1 Kas Desa 30,25 Ha

2 Pemukiman 61,04 Ha

3. Persawahan 124,47 Ha

4. Tegalan 5 Ha

Total 229, 94 Ha
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penduduk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Berdasarkan Jenis Kelamin3

NO Jenis Jumlah

1 Penduduk Laki-Laki 1.970 Jiwa

2 Penduduk Perempuan 1.989 Jiwa

TOTAL 3.959 Jiwa

Berdasarkan data di atas, maka jumlah penduduk Desa Brangkal

lebih banyak jumlah penduduk perempuan daripada jumlah  penduduk

laki-laki.

4. Jumlah Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Brangkal mulai dari

tingkat Pendidikan Anak Usia Dini atau yang sederajat sampai

Pendidikan Menengah tergambar dalam tabel 3.3 berikut ini:

3 Dikutip dari daftar monografi di kantor Desa Brangkal, Tanggal 16 Juni 2016.
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Tabel 3.3

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Brangkal4

NO Sarana Pendidikan Jumlah

1 Paud 2 Buah

2 TK 2 Buah

3 Sekolah Dasar 2 Buah

4 Sekolah Menengah Pertama 2 Buah

5 Sekolah Menengah 2 Buah

TOTAL 10 Buah

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Dilihat dari segi mata pencarian penduduk Desa Brangkal

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tergambar dalam tabel 3.4

berikut ini:

4 Ibid.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54

Tabel 3.4

Jumlah dan Jenis Pekerjaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di

Desa Brangkal

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

1 TNI/ POLRI 13 orang

2 Pegawai Negeri 26 orang

3 Pedagang 80 orang

4 Petani 1236 orang

5 Buruh Tani 954 orang

6 Peternak 221 orang

7 Lain-Lain 74 orang

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat

Desa Brangkal mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh

tani.

6. Jumlah Tempat Ibadah

Adapun sarana-sarana peribadatan yang ada di Desa Brangkal

adalah  5 (lima) buah masjid dan 12 (dua belas)  buah musholla.
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B. Praktik Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto

Penduduk Desa Brangkal yang mayoritasnya petani dan buruh tani

memiliki pola kerja yang disebut Ngedok. Pola kerja ngedok adalah suatu

pola kerjasama antara petani dan buruh tani di mana buruh tani mengambil

tanggung jawab atas tiga jenis pekerjaan dari seluruh pekerjaan dalam

pertanian. Tiga pekerjaan yang dimaksud ialah menanam padi, ndadak

(membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen. Untuk

menggambarkan pola kerja ngedok, berikut ini dikemukakan deskripsi 3

kasus pola kerja ngedok yang meliputi pelaku akad, akad, praktik ngedok,

dan bagi hasil.

1. Kasus pertama

a. Pelaku Akad

1) Petani

Salim lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Oktober 1963 sebagai

anak kedua dari empat bersaudara. Salim mengenyam bangku

pendidikan sampai SLTP. Ia memilih untuk berhenti sekolah karena

keterbatasan biaya dan membantu keluarganya dengan bekerja

bercocok tanam di ladang.

Tahun 1988 Salim menikah dengan Sulastri dan dikaruniai dua

orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Salim dan

keluarga tinggal di Desa Brangkal RT.002 RW 001 Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto. Salim memiliki lahan pertanian seluas
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800 m2. Hasil pertaniannya belum bisa mencukupi ia dan

keluarganya sehingga Istri Salim membantu mencari nafkah dengan

bekerja sebagai penjual sayur keliling.

2) Buruh Tani

Yuni lahir tanggal 06 Oktober 1976. Yuni menikah dengan

Sakri setelah lulus SD. Yuni dan suami dikaruniai 2 orang anak dan

4 cucu. Yuni bersama suami dan anak terakhirnya tinggal di Desa

Brangkal RT.006 RW 002 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Yuni bekerja sebagai buruh tani selama ± 18 tahun. Ia bekerja untuk

membantu suaminya yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan

yang upahnya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Yuni juga dipercaya sebagai ketua kelompok buruh tani. Jumlah

anggota kelompoknya ada 3 orang. Nama-nama anggota

kelompoknya yakni Lipah, Nasikha, dan Khayatun.

Lipah lahir pada tanggal 22 Agustus 1971. Lipah  hanya

mengenyam bangku pendidikan sampai SD,  Lipah menikah dengan

Bambang dan dikaruniai 4 orang anak. Lipah bersama keluarga

tinggal di Desa Brangkal  RT.011 RW. 002 Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto.

Nasikha lahir pada tanggal 11 Desember 1954. Nasikha tinggal

di Desa Brangkal RT.04 RW 002 Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto. Nasikha adalah istri dari Sholeh dan dikarunia 2 orang

anak dan 6 cucu.
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Khayatun lahir pada tanggal 15 February 1961. Khayatun

adalah istri dari Mahmud. Ia menikah setelah lulus SD. Khayatun

dikaruniai 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki.

Khayatun tinggal di Desa Brangkal RT.012 RW 001 Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Akad

Perjanjian kerja antara Salim dan buruh tani ini dilakukan secara

tidak tertulis, dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan secara

eksplisit tentang hak dan kewajiban Salim dan buruh tani. Mereka

sudah memahami hak dan kewajiban masing-masing karena kerja

ngedok sudah dilakukan secara berulang-ulang.

Sebagai pemilik sawah Salim (petani) paham bahwa kewajiban

menyediakan benih, pengairan, pemupukan, perawatan dan membayar

biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban

buruh tani ialah menanam padi, ndadak, dan memanen. Sedangkan hak

kedua belah pihak ialah mendapatkan bagian dari hasil penen sesuai

dengan yang disepakati dalam akad.

c. Implementasi Akad

Setelah akad kerja ngedok disepakati oleh kedua belah pihak,

Salim menyiapkan  lahan 800m2 yang sudah dibajak, diairi, dan benih

yang siap tanam. Keesokan harinya buruh tani menanam padi mulai

pukul 06.00-12.00 WIB. Menurut penjelasan Khayatun (buruh tani),

penanaman benih padi dilakukan dengan jarak kira-kira 25 cm dengan
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cara menancapkannya ke dalam tanah yang digenangi air setinggi 10

sampai 15 cm hingga akarnya terbenam.5

Salim (petani) menjelaskan setelah penanaman selesai, dia mulai

melakukan pengairan dari saluran irigasi ke petakan-petakan sawah

sampai padi siap panen. Setelah padi berumur 2 (dua) minggu Salim

(petani) melakukan pemupukan yang pertama, sekaligus pemberian

obat anti hama dan dilanjutkan dengan pekerjaan ndadak oleh buruh

tani. Menurut Yuni (buruh tani), kerja ndandak dimulai pukul 06.00-

10.00 WIB dengan mencabut rumput dari akarnya agar padi dapat

tumbuh dengan baik, sedangkan rumput yang dicabut itu dibuang saja

ke pematang sawah.6 Setelah pekerjaan selesai Salim (Petani)

melakukan pemupukan yang kedua dan pengairan sampai tiba waktu

panen.

Waktu panen tiba ketika padi berusia 90 hari. Kerja memanen padi

dilakukan oleh buruh tani dimulai dari pukul 06.00-12.00 WIB.

Menurut Nasikha (buruh tani), kerja memanen dilakukan dengan

melibatkan keluarga, yang dimulai dari ngerit (memotong tanaman

padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokan. Kerja

merontokkan padi dilakukan oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan

oleh Salim (petani). Hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke

5 Khayaton (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 21 April 2016.
6 Salim (Petani), Wawancara, Mojokerto, 20 April 2016.
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dalam karung oleh Yuni (buruh tani) dan kawan-kawan lalu

ditimbang.7

d. Hasil dan Pembagian Hasil

Hasil yang didapat dari sawah Salim pada musim tanam bulan

January tahun 2016 sebanyak 600 kg gabah. Hasil tersebut kemudian

dibagi dengan nisbah/ perbandingan 1:4, yakni satu bagian (120 kg)

untuk Yuni (buruh tani) dan kawan-kawan, dan empat bagian (480 kg)

untuk Salim (petani). Satu bagian untuk Yuni dan kawan-kawan dibagi

rata untuk empat orang sehingga masing-masing menerima 30 kg.

2. Kasus kedua

a. Pelaku Akad

1) Petani

Ponidi  lahir di Mojokerto pada tanggal 9 Maret 1958. Ponidi

adalah anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Sodiq dan

Urifah. Ponidi mengenyam pendidikan sampai SLTA. Tahun 1984

Ponidi menikah dengan Khusnul dan dikaruniai satu anak laki-laki

dan dua anak perempuan. Ponidi beserta keluarganya tinggal di

Desa Brangkal RT.001 RW 08 Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto. Pekerjaan Ponidi  sebagai petani sekaligus peternak

sapi. Ponidi memiliki lahan pertanian seluas 1400 m2.

7 Nasikha (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 21 April 2016.
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2) Buruh  Tani

Aminah lahir pada tanggal 27 November 1981. Aminah adalah

anak kelima dari 7 bersaudara dengan 2 saudara laki-laki dan 4

saudara perempuan. Aminah mengenyam bangku pendidikan sampai

SLTP. Aminah menikah dengan Badik yang bekerja sebagai buruh

pabrik.

Aminah dan Suami dikaruniai 4 orang anak. Aminah beserta

keluarga tinggal di Desa Brangkal RT.003 RW 008 Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto. Aminah merupakan ketua kelompok

buruh tani dengan anggotanya yang bernama Sriatun, Zaroh,

Salamah, dan Iyah.

Sriatun lahir pada tanggal 03 Januari 1973, Sriatun mengenyam

bangku pendidikan sampai SLTP. Sriatun menikah dengan Sagiman

dan dikaruniai 3 orang anak. Sriatun tinggal di Desa Kedungmaling

RT.005 RW 004 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Suami

Sriatun bekerja sebagai tukang tambal ban tidak bisa mencukupi

kebutuhan keluarganya sehingga Sriatun memutuskan untuk bekerja

sebagai buruh tani.

Zaroh berumur 38 tahun. Ia hanya mengenyam bangku

pendidikan tamat SLTP. Zaroh menikah pada umur 25 tahun

dengan Amin. Zaroh adalah ibu dari 5 orang anak. Zaroh bersama

keluarganya tinggal di Desa Kedungmaling RT.004 RW 004

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
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Salamah lahir tanggal 15 January 1975. Salamah mengenyam

bangku pendidikan sampai lulus SD. Pada usia 20 tahun Salamah

menikah dengan Jauhari yang bekerja sebagai petani. Sebelumnya

Salamah memeliki sawah sendiri sampai akhirnya sawah itu dijual

karena untuk biaya berobat suaminya. Jauhari yang sering sakit-

sakitan tidak bisa mencari nafkah sehingga Salamah memutuskan

untuk bekerja sebagai buruh tani.

Iyah lahir tanggal 10 Maret 1978. Iyah menikah dengan Hari di

usia 18 tahun setelah lulus SLTA. Iyah dan suami dikaruniai 2

orang anak. Iyah tinggal bersama keluarga di Desa Brangkal RT.010

RW 002 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Akad

Ponidi (petani) mendatangi Aminah (buruh tani) untuk melakukan

perjanjian kerja ngedok secara lisan. Dalam perjanjian ngedok yang

sudah menjadi kebiasaan, Ponidi (petani) dan Aminah (buruh tani)

tidak mengungkapkan hak dan kewajiban masing-masing karena kerja

ngedok sudah dilakukan secara berulang-ulang.

Penyiapan benih, pengairan, pemupukan, perawatan, dan

membayar biaya-biaya yang dikeluarkan merupakan tanggung jawab

Ponidi (petani). Sedangkan menanam, ndadak, dan memanen

merupakan tanggung jawab Aminah (buruh tani). Hak dari Ponidi

(petani) dan Aminah (buruh tani) ialah mendapatkan bagian dari hasil

panen  sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
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c. Implementasi Akad

Setelah Ponidi (petani) menyiapkan benih, lahan yang sudah

dibajak seluas 1400 m2, dan diairi. Ponidi (petani) mendatangi Aminah

(buruh tani) dan memintanya untuk melakukan penanaman benih padi.

Aminah (buruh tani) mulai bekerja pukul 06.00-10.00 WIB. Menurut

penjelasan Aminah (buruh tani), penanaman benih padi dilakukan

dengan cara menancapkannya ke dalam tanah yang sudah digenangi air

setinggi 10-15 cm dengan jarak kira-kira 25 cm.8

Ponidi (petani) menjelaskan bahwa setelah penanaman benih padi

selesai, dia mulai melakukan pengairan ke petakan-petakan sawah

sampai padi siap panen. Setelah padi berumur 2 (dua) minggu Ponidi

(petani) melakukan pemupukan yang pertama, sekaligus pemberian

obat anti hama dan dilanjutkan dengan pekerjaan ndadak oleh buruh

tani. Menurut Aminah (buruh tani), kerja ndadak dimulai pukul 06.00-

08.30 WIB dengan cara mencabut rumput di sela-sela padi. Ponidi

(petani) meminta rumput yang sudah dicabut tadi untuk dikumpulkan

dan akan diambil untuk makanan sapi miliknya. Setelah pekerjaan

ndadak selesai, Ponidi (Petani) melakukan pemupukan yang kedua dan

pengairan sampai tiba waktu panen.9

Aminah (buruh tani) menjelaskan ketika padi berusia 90 hari siap

untuk dipanen. Memanen dilakukan mulai pukul 06.00-12.00 WIB

dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing buruh tani, yang

8 Aminah (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 23 April 2016.
9 Ponidi (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 26 April 2016.
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dimulai dari ngerit (memotong tanaman padi), kemudian di kumpulkan

ke tempat perontokkan dengan cara memikulnya. Kerja merontokkan

padi dilakukan oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan oleh Ponidi

(petani). Padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung

oleh Aminah (buruh tani) dan ditimbang.10

d. Hasil dan pembagian

Pada musim tanam lalu bulan January 2016, sawah Ponidi dengan

seluas 1400 m2 menghasilkan gabah sebanyak 1000 kg. Hasil tersebut

kemudian dibagi dengan perbandingan 1:4. Aminah (buruh tani)

mendapatkan 200 kg gabah. Dari hasil yang didapatkan oleh buruh tani

200 kg gabah dibagi ke anggota kelompok Aminah (buruh tani)

masing-masing 40 kg gabah. Sedangkan Ponidi (petani) mendapatkan

bagian 800 kg gabah.

3. Kasus ketiga

a. Pelaku Akad

1) Petani

Agus lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Oktober 1981. Agus

adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Marjianto

dan ibunya bernama Sulastri. Agus menyelesaikan pendidikan SMA

di pesantren. Setelah lulus SMA Agus membantu orang tuanya

sebagai petani untuk bercocok tanam di sawah.

10 Aminah (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 23 April 2016.
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Pada tahun 2012 Agus menikah dengan Lailatur Rosidah dan

dikaruniai 1 anak perempuan. Ia tinggal bersama keluarga dan

mertuanya di Desa Brangkal RT. 001 RW. 008 Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto. Agus mempunyai lahan pertanian 2145 m2.

Selain itu, Agus juga berkerja sebagai guru ngaji.

2) Buruh Tani

Bariyah lahir pada tanggal 02 Mei 1981. Bariyah mengenyam

pendidikan sekolah sampai SMA. Bariyah menikah dengan Rudi

dan dikaruniai 3 orang anak. Bariyah dan keluarga tinggal di Desa

Brangkal RT. 009 RW. 005 Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto. Bariyah merupakan ketua kelompok buruh tani dengan

anggota yang bernama Sriatul, Nawiyah,dan  Tubik.

Sriatul lahir pada tanggal 27 Februari 1975. Sriatul adalah istri

dari Asmawi. Ia adalah ibu dari 5 orang anak. Sriatul tinggal

bersama suami dan ke-3 anaknya di Desa Brangkal RT. 017 RW.

002 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Sriatul selain bekerja

sebagai buruh tani juga sebagai pedagang makanan.

Nawiyah lahir pada tanggal 16 September 1975. Nawiyah

menyelesaikan pendidikan SMA di pesantren. Nawiyah menikah

pada usia 25 tahun dengan Amin. Namun pernikahan Nawiyah dan

Amin tidak berlangsung lama. Mereka memutuskan untuk bercerai.

Nawiyah memilih bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Nawiyah tinggal bersama ibu kandungnya di
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Desa Brangkal RT. 023 RW. 005 Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto.

Tubik lahir pada tanggal 01 April 1978. Tubik tinggal bersama

keluarganya di Desa Brangkal RT. 010 RW. 005 Kecamatan Sooko

Kabupaten Mojokerto. Tubik adalah istri dari Rahmat. Tubik

dikaruniai 2 orang anak Perempuan dan 1 orang anak laki-laki.

b. Akad

Perjanjian kerja antara Agus (petani) dan Bariyah (buruh tani) ini

dilakukan secara tidak tertulis. Dalam kesepakatan tersebut tidak

disebutkan secara eksplisit tentang hak dan kewajiban Agus dan

Bariyah. Mereka sudah memahami hak dan kewajiban masing-masing

karena kerja ngedok sudah dilakukan secara berulang-ulang.

Sebagai pemilik sawah Agus (petani) paham bahwa kewajiban

menyediakan benih, pengairan, pemupukan, perawatan dan membayar

biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban

Bariyah (buruh tani) ialah menanam padi, ndadak, dan memanen.

Sedangkan hak kedua belah pihak ialah mendapatkan bagian dari hasil

penen sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

c. Implementasi Akad

Setelah akad kerja ngedok terjalin, Agus mulai menyiapkan benih,

lahan seluas 2145 m2 yang sudah dibajak dan diairi. Keesokan harinya

buruh tani mulai melakukan penanaman benih padi mulai pukul 06.00-

12.00 WIB selama dua hari. Bariyah (buruh tani) menjelaskan
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penanaman benih padi dilakukan dengan cara menancapkannya ke

dalam tanah yang digenangi air setinggi 10 sampai 15 cm hingga

akarnya terbenam.11

Agus menjelaskan setelah penanaman padi selesai, dia mulai

melakukan pengairan, pemupukan pertama sekaligus pemberian obat

anti hama. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan ndadak oleh buruh

tani. Menurut Bariyah (buruh tani), kerja ndadak dimulai pukul 06.00-

11.00 WIB dengan cara mencabut rumput di sela-sela padi. Sedangkan

rumput yang dicabut itu dibuang saja ke pematang sawah. Setelah

pekerjaan selesai Agus (Petani) melakukan pemupukan yang kedua dan

pengairan sampai tiba waktu panen.

Padi yang sudah berusia 90 hari siap untuk dipanen. Kerja

memanen padi dilakukan oleh buruh tani dimulai dari pukul 06.00-

01.00 WIB. Menurut Bariyah (buruh tani), kerja memanen dilakukan

dengan melibatkan keluarga, yang dimulai dari ngerit (memotong

tanaman padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokan. Kerja

merontokkan padi dilakukan oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan

oleh Agus (petani). Hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke

dalam karung oleh Bariyah (buruh tani) dan kawan-kawan lalu

ditimbang.

11 Bariyah (Buruh Tani), Wawancara, Mojokerto, 27 April 2016.
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d. Hasil dan Pembagian

Sawah Agus (petani) seluas 2145 m2 menghasilkan gabah

sebanyak 1640 kg. Hasil tersebut kemudian dibagi dengan

perbandingan 1:4, yakni Bariyah (buruh tani) mendapat 328 kg gabah,

sedangkan Agus (buruh tani) mendapat 1312 kg gabah. Satu bagian

untuk Bariyah dan kawan-kawan dibagi rata untuk empat orang

sehingga masing-masing menerima 82 kg gabah.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM  ISLAM TERHADAP POLA KERJA NGEDOK DI

DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Deskripsi Praktik  Pola  Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa

Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Pada bab III sudah dikemukakan bahwa pola kerja ngedok adalah suatu

pola kerjasama antara petani dan buruh tani di mana buruh tani mengambil

tanggung jawab atas tiga jenis pekerjaan dari seluruh pekerjaan dalam

pertanian. Tiga pekerjaan yang dimaksud ialah menanam padi, ndadak

(membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen.

Demikian juga telah dikemukakan dalam bab III data praktik pola kerja

ngedok yang tercermin pada tiga kasus. Dari ketiga kasus yang sudah

disajikan pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto dapat dianalisis secara deskriptif praktik sebagai berikut:

1. Pelaku Akad

Pelaku akad pola kerja ngedok terdiri dari petani (pemilik lahan)

dan buruh tani. Petani (pemilik lahan) pada umumnya terdiri dari

perorangan, sedangkan buruh tani terdiri dari beberapa orang yang

membentuk kelompok kerja. Pada kasus pertama buruh tani terdiri dari 4

orang, kasus kedua terdiri dari 5 orang, dan kasus ketiga terdiri dari 4
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orang. Dalam kelompok kerja tersebut ada satu orang yang bertugas

mewakili kelompok dalam pelaksanaan akad kerja ngedok.

2. Akad

Akad ngedok antara petani dan buruh tani ini dilakukan secara

tidak tertulis. Dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan secara

tersurat hak dan kewajiban petani dan buruh tani. Mereka memahami hak

dan kewajiban masing-masing karena kerja ngedok sudah dilakukan

secara berulang-ulang. Buruh tani berkewajiban menanam, ndadak, dan

memanen yang meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian

memikulnya ke tempat perontokkan, hasil padi yang sudah dirontokkan

dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Sedangkan petani

berkewajiban menyiapkan lahan yang sudah dibajak, menyediakan benih,

mengairi tanaman, merawat (memupuk dan memberi obat anti hama),

serta menanggung beban biaya yang dikeluarkan. Bagi hasil yang mereka

sepakati yakni 1:4, untuk buruh tani 1 bagian dan petani 4 bagian.

Sehingga buruh tani berhak mendapatkan atas bagi hasil sebesar 1/5

bagian. Sedangkan petani berhak mendapatkan atas bagi hasil sebesar 4/5

bagian.

3. Implementasi Akad

Sebagaimana yang terlihat dalam ketiga kasus yang sudah

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad yang terjalin antara petani

dan buruh tani sudah sesuai dengan pelaksaaannya yaitu petani (pemilik

lahan) sudah melakukan kewajibannya menyiapkan lahan yang sudah
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dibajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk dan

memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang

dikeluarkan. Sedangkan buruh tani sudah melakukan kewajibannya

menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi),

kemudian memikulnya ke tempat perontokkan, hasil padi yang sudah

dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang.

4. Hasil dan Bagi Hasil

Pelaksanaan bagi hasil dengan pola kerja ngedok di Desa

Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan

akad yang mereka sepakati yakni 1: 4. Dalam ketiga kasus yang sudah

dideskripsikan dalam bab sebelumnya hasil yang didapat buruh tani

adalah 1 bagian, sedangkan yang didapat petani adalah 4 bagian.

B. Analisis Hukum Islam Terahap Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa

Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok bidang pertanian di

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk

mengetahui dua hal. Petama, akad-akad fikih manakah yang relevan untuk

menyebut kerjasama bidang pertanian dalam bentuk kerja ngedok. Apakah

musa<qah, muza<ra’ah, ataukah mukha<barah. Kedua. Mengenai  kebolehan

pola kerja ngedok menurut hukum Islam.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71

1. Analisis tentang akad-akad fikih yang relevan dengan pola kerja ngedok

di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

a. Musa<qah

Antara konsep musa<qah dalam fikih dan pola kerja ngedok di Desa

Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto terdapat

persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada rukun yang

merupakan unsur-unsur pokok dari akad musa<qah maupun ngedok.

Dalam musa<qah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik

tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja

ngedok unsur pokok atau rukunnya terdiri dari petani, buruh tani,

objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara musa<qah dan pola kerja

ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah

pihak. Dalam musa<qah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah)

dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan

tanah, menyediakan benih, dan menanam. Sedangkan yang

ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan Petani (pemilik tanah)

ialah merawat dan mengairinya. Adapun dalam pola kerja ngedok

objek yang ditransaksikan petani (pemilik tanah) dengan buruh tani

(penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan tanah, menyediakan

benih, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi membajak,

mengairi, dan memupuk. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani

dengan petani (pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.
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b. Muza<ra’ah

Antara konsep muza<ra’ah dalam fikih dengan pola kerja ngedok di

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto terdapat

persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada rukun yang

merupakan unsur-unsur pokok dari akad muza<ra’ah maupun ngedok.

Dalam muza<ra’ah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik

tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja

ngedok unsur pokok atau rukunya terdiri dari petani, buruh tani,

objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara muza<ra’ah dan pola kerja

ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah

pihak. Dalam muza<ra’ah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah)

dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan

tanah dan menyediakan benih. Sedangkan untuk penggarapan lahan

pertanian seluruhnya dikerjakan oleh buruh tani (penggarap). Adapun

dalam pola kerja ngedok objek yang ditransaksikan petani (pemilik

tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani

menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan

tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk.

Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani

(pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

c. Mukha<barah

Sebagaimana halnya dengan musa<qah dan muza<ra’ah dalam akad

mukha<barah juga terdapat perbedaan dan persamaan dengan pola
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kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto. Persamaannya terletak pada rukun yang merupakan

unsur-unsur pokok dari akad mukha<barah dan pola kerja ngedok.

Dalam mukha<barah unsur pokok atau rukunnya terdiri dari pemilik

tanah, penggarap, objek, dan ijab kabul. Sedangkan dalam pola kerja

ngedok unsur pokok atau rukunya terdiri dari petani, buruh tani,

objek, dan ijab kabul. Perbedaan antara mukha<barah dan pola kerja

ngedok terdapat pada objek yang ditransaksikan oleh kedua belah

pihak. Dalam mukha<barah yang ditransaksikan petani (pemilik tanah)

dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani menyiapkan

tanah. Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan

petani ialah menyediakan benih dan seluruh pekerjaan penggarapan

lahan. Adapun dalam pola kerja ngedok yang ditransaksikan petani

(pemilik tanah) dengan buruh tani (penggarap) adalah bahwa petani

menyiapkan tanah, menyediakan benih, dan pekerjaan-pekerjaan

tertentu yang meliputi membajak, mengairi, dan memupuk.

Sedangkan yang ditransaksikan buruh tani (penggarap) dengan petani

(pemilik tanah) ialah menanam, ndadak, dan memanen.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa akad dalam pola kerja

ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lebih

relevan untuk disebut dengan akad Musa<qah. Meskipun rincian pekerjaannya

tidak sama persis, tetapi pola pembagian peran antara para pihak-pihak yang

berakad sama dengan musa<qah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
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Tabel 4.1

Perbandingan Pola Pembagian Peran Antara Para Pihak

Dalam Kerjasama  Bidang Pertanian

Musa<qah Muza<ra’ah Mukha<barah Ngedok

Petani

(pemilik

tanah)

1. Tanah

2. Benih

3. Pekerjaan

1. Tanah

2. Benih Tanah

1. Tanah

2. Benih

3. Pekerjaan

Buruh tani

(penggarap)

Pekerjaan Pekerjaan 1. Benih

2. Pekerjaan

Pekerjaan

2. Analisis tentang kebolehan pola kerja ngedok di Desa Brangkal

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Untuk mengetahui tentang kebolehannya, pola kerja ngedok

tersebut secara garis besar dapat dianalisis dari dua segi, yakni akad dan

bagi hasil.

a. Segi Akad

Pelaksanaan akad dalam pola kerja ngedok antara petani dan

buruh tani di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

dilakukan secara tidak tertulis. Dalam kesepakatan tersebut tidak

dijelaskan secara eksplisit tentang hak dan kewajiban petani dan

buruh tani. Namun, mereka sudah memahami hak dan kewajiban
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masing-masing karena pola kerja ngedok sudah menjadi adat

kebiasaan masyarakat setempat. Dalam kaidah hukum Islam, sesuatu

yang sudah menjadi adat dalam arti, berlaku demikian secara

berulang-ulang dihukumi mengikat secara hukum sepanjang para

pihak tidak membuat kesepakatan lain yang berbeda dengan apa yang

sudah menjadi adat tersebut. Kaidah hukum Islam (fikih) yang

dimaksud berbunyi:

الَْعَادَةُ محَُكَّمَةُ 

“ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”1

b. Bagi Hasil

Bagi hasil antara petani dan buruh tani dalam pola kerja ngedok di

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, seperti yang

sudah dipaparkan pada bab III, adalah 1:4. Buruh tani berhak atas 1

bagian, sedangkan petani berhak atas 4 bagian. Pelaksanaan bagi

hasil tersebut dalam tiga kasus pola kerja ngedok yang menjadi

perhatian kajian ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel

berikut ini:

1Maulis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997),
159.
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Tabel 4.2

Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pola Keja Ngedok

No Kasus Hasil

Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagian Buruh

Tani

Bagian

Petani

Perbandingan

1 Kasus I 600 Kg 120 Kg 480 Kg 1:4

2 Kasus II 1000 Kg 200 Kg 800 Kg 1:4

3 Kasus III 1640 Kg 328 Kg 1312 Kg 1:4

Pelaksanaan Bagi Hasil seperti tercermin dalam tabel 4.2

menunjukkan bahwa antara yang disepakati dengan yang

dilaksanakan ada kesesuaian. Dengan demikian dari sudut hukum

Islam praktik pembagian hasil ini dibolehkan karena tidak ada

pelanggaran terhadap akad.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini

dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan

yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola kerja ngedok sebagai bentuk kerjasama bidang pertanian di Desa

Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh pelaku

akad yang terdiri dari petani dan sekelompok buruh tani. Akad dilakukan

secara tidak tertulis dan tanpa menyebutkan hak dan kewajiban masing-

masing, namun mereka sudah memahami hak dan kewajibannya karena

pola kerja ngedok sudah menjadi adat kebiasaan. Dalam implementasinya

(pemilik lahan) sudah melakukan kewajibannya menyiapkan lahan,

membajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk

dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang

dikeluarkan. Sedangkan buruh tani sudah melakukan kewajibannya

menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi),

kemudian memikulnya ke tempat perontokan. Hasil padi yang sudah

dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Bagi hasil yang

di dapat buruh tani sebesar 1 bagian dan petani 4 bagian.
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2. Dari sudut hukum Islam akad yang relevan untuk menyebut pola kerja

ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah

Musa<qah. Pola kerja ngedok tersebut hukumnya boleh karena

implementasinya tidak menyimpang dari akad yang disepakati kedua

belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada

beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

a. Kepada para pihak yang melakukan pola kerja ngedok disarankan

akadnya dilakukan secara tertulis supaya bisa dijadikan rujukan

penyelesaian jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara para

pihak.

b. Kepada insan akademisi mahasiswa dan peneliti disarankan agar hasil

penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk dikembangkan dalam

penelitian selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu

fiqh.
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